BAB 111
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas yang telah disampaikan pada bab sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan Pemerintah Daerah atas penggunaan tanah hak ulayat

utnuk program transmigrasi di Distrik Arso adalah berdasarkan pada
a. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jayapura No.
59/KPTS/BUP-JP/1981 tentang Pelepasan dan Penunjukan
Tanah Untuk Keperluan Proyek Transmigrasi Arso Koya di
Kecamatan Arso dan Kecamatan Abepura Daerah Tingkat Il
Jayapura, yang berisi mengenai pelepasan tanah hak ulayat dan
penunjukan tanah seluas 18.000 Ha untuk keperluan proyek
transmigrsi yang tidak disertai dengan ganti rugi kepada
pemegang hak atas tanah.
b. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jayapura No.

31/KPTS/BUP-JP/1983 tentang Perubahan Lokasi Pengadaan
Tanah Untuk Proyek Transmigrasi di Kecamatan Arso Daerah
Tingkat 11 Jayapura, berisi ketentuan bahwa pelepasan tanah
hak ulayat seluas 12.000 Ha bagi transmigrasi diubah
peruntukannya bagi perkebunan kelapa sawit.

2. Bahwa berdasarkan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah tersebut

atas penggunaan tanah hak ulayat untuk program transmigrasi melalui
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pengadaan tanah dalam kenyataannya belum  mewujudkan

perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Distrik Arso.

Hal ini disebabkan karena :

a.

B. Saran

Dalam pelepasan tanah hak ulayat seluas 68.000 Ha yang dikuasai
Masyarakat Hukum Adat di Distrik Arso tidak disertai dengan
pemberian ganti rugi.

Masyarakat Hukum Adat Arso hanya diberikan sejumlah uang,
sejumlah kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan lain
sebagainya, yang diakui oleh Masyarakat Hukum Adat Arso

sebagai rekognis dan tanda terima kasih Pemerinta kepada Mereka.

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis,

maka penulis ingin memberikan beberapa saran atas hasil yang diperoleh

dari penelitian kepada Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah.

1.

Kiranya dalam melaksanakan pembangunan di suatu wilayah yang
baru sungguh-sungguh melibatkan masyarakat khususnya
Masyarakat Hukum Adat yang ada di wilayah tersebut dengan
memperhatikan struktur masyarakat setempat, baik struktur sosial,
ekonomi, maupun budaya sehingga hasil kesepakatan yang
terbentuk merupakan kesepakatan seluruh masyarakat khususnya

Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian, dikemudian hari tidak
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menjadi konflik antara Masyarakat Hukum Adat dan Pemerintah
Daerah.

Berkaitan dengan tuntutan adanya pelaksanaan pelepasan hak atas
tanah yang sah dari Masyarakat Hukum Adat yang pernah
dilepaskan pada awal pembangunan wilayah dan ganti rugi atas
tanah tersebut, baik kiranya Pemerintah Daerah bersama dengan
Pemerintah Pusat mengadakan dialog bersama dengan Masyarakat
Hukum Adat Arso untuk membuat suatu kesepakatan mengenai
pelepasan hak atas tanah yang sah dan ganti rugi. Jika dalam
kesepakatan disepakati adanya ganti rugi yang jumlahnya sangat
besar maka salah satu cara dapat melalui pemberian secara
bertahap yang mana dapat dibebankan kepada APBD dalam jumlah

persentase tertentu yang besarnya disepakati bersama.
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- KUPUMUSAN DUPATT KEPALA DANRAN TINGKAT IT JAYAPURA
NOWOR s SGIRPTS [BYP- §7/ 181
TENTANG '
PELFPASAN DAN PEATUEJUKAN TANAIL UNTUK KEFERLUAN

PROYEK TRANSMIGRASI ARSO KOTA DI KECANMATAN AIS
DAIl KECAMATAN ABEPURA DAERAH TINGKAT IL JAYAPURA.

FOPALT ERPALA TAWKAH SXWOEAT IT JAYAPUMA,

ol sebagei tindak lanjut dari penyeralien ilaneh ulayet dari ma -
syarwat adat Arso Desa Arso Kotay Worlimac Désa Warkvana Kecaua -
ban Avap tanggal 9 Juli 1981 dan darl masyerekat adal Koy Pssa -
Desa Natri i{oomhn Abepura tanggal 19 Agustvs 1981, yung alan ai
mmak&n untuk Proyek Transuigrasi.

ferdptan s i
renintang tu

.

by Lelua untul maksud Yeruabut diatas perlun dibetanlen dangnin uuveal
ropususan Bupatl Kepala Daerah Tingkat II Jayapwrae
ten Lt 11, Und._smg-zmdung domor 5 Talun 1974 (L.WeRoI. Tahun 1974 MNowor 30 )y

.2,‘- Undang-wndang Homor 12 Pahun 1969 (L.MWR.I. Talmn 1965 Vauor 47 );
3. Undenc-undang Momor 3 Tahua 1972 (L.N.&.I. Palnn 1972 Nozor 33 )4
4, Perataran Direktorat Jendral Agx‘az'laj"'fraimmlgvaui ator ARG R
1967 3 '
5o dunl Hepulusan Henter!l Twmpa Korja dan Trar-.f.x.}.‘lfmsi/s‘.ct‘.".\ Hoerdi
yator Penye) onggaraan Transnigrasi Nomor 021ﬁ|len/1981, tenpral 23
Vehrused 1931,
¥enperiatiban t 1, Nadiogram Gubornur Kepala Da.e'mh Tingkat I Irian Jaya Homor 475.1/
560 tangoul 31 Maret 1901, dan Radiogram Homor 056,2/1392  tangial
20 lei 1981 )
Svrat Kepntucan Panitia Poubebassn Tanah Nomor 18/Kpts/Par/1501
tangizl © Juli 1981 dan Nomor 18.4Kpte/Pan/1981 tancral 9 Jali -
1531,
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M B NUT UGS K AN 1

Yenetaplan H '
frkmias LY iolopaskan dan mewunjuk tangh Wegara beltas tonah wlaynt wutuwh dinan
faatkan sebagal lokmei Proyck Transnigrasi seluas 28,000 ua (  awa
rvlwh delepan ritu helter ) dengan perincian selagal Lerilnit :
2. Di Yecamrian Arso 1t
= Lotak tanzh di Worlwana . Dess Worlawene, selusc 12,000 lla (dua Ve
-~ —
lag ribu hektar) dengan batas<bates : sebelzl Utara tumah adat
Deaa Arooj sebelah Solatan tanah adat Desa Workwanaj welelah wi
i swigai Tami dan schelah Bavat tanah adat Desa Kwini.
. & Letak tanah dd Bkento Desa Aroo Kota, seluas 6,000 iiw { wieu
= eom—
ribu helitar) denmgan bates-batas ¢ sebelub Utara sunpai Shanto
sobalal Selatan tanah adab Desa Arso Kota, wveleluh Timir suniil
Pani dan sebelah Barat tanah adat Desa Arwo Kota.
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Us D4 Kecamatan Avepura 1
Letak twah di Koya Dosa Nafri, welucs 10.000 Ha'( sepulul =i
neltur) Cengun batas-lutes 1 sebelah Uturn tansh Suku Veup, M-
tels dun Suku BAtrd, sebelah Selutan Kecamatan Avao, webeleh
e vavi-rasa/butan Lolukar can selolah Barat hutan balukar,

B + bural Kepulusan dnd berlakn sejak darrgal Ailetankan dangun Lol
tuan clen dintur kenbald sebogaimuna mestin . Lily dikemulian
vl terderat Yelinliruwen dalam penetapan ind,-

L

Ditetapkan di t Ja y a p u v a.
Pada tanggal //ZSapta.nb‘n' 1901,




KEFUTUSAN BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT IT Jnl'm
NOHOR & 31)KPTS/BUP~JP/1983
TENTANG
FERUB/HAN LOKAST PENCADANGAN TANAH UNTUK PROYEK

TRANSMIGRASI DI KBCAMATAN ARSO
D/ERAI TINGKAT II JAYAPURA

\ BUPATI KEPAL\ DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

Menimbang '+ Q. bahwa scbagad tindak lanjut Surat Pernyataan Pelepasan Huk
/itas Tanah Ulnyat kopada Negara oleh Ondoafi Desa Arso Kota
Saudara Demionus Borotian, Ondoafi Kwimi Sdr Michael Kwimi,:
Ondoafi Dato Sdr. Paulus Bate bersama para Ketua-ketua Ke -
retnya tanggal 19 Oktober 1982, untuk dikussai-langsung oleh
Negara untulk kepentingan pembnngu.na.n Proyek~proyek Pemerin-
tah di Kocamatan hirso ;

b. behwa untule meksud torsebut diatas perlu ditetapkan dengan
Surat Keputusen Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura ,

Mengingat 4 1s Undang-undong Nomor 5 Tahun 1960 (INRI Tahun 1960 No. 104)j
2+ Undang-undeng Nomor 5 Tehun 1974 (INRI Tahua 1974 NO. 38);

J+ Undeng-undeng Nomor 12 Tahun 1969 (INRI Tahun 1969 NO. 47);

4 Undang-undeng Nemor 3 Tahun 1972 (LNRI Tahun 1972 NOw ' 33);

5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trunamigraaiﬂ{étua Kocre
dinntor Penyelenggaraan Transmigrasi Nomor 021/'I‘Ien/1982,ta.-
nggal 23 Februari 1981 .

-

Hempwrhatikon 47 Radiogram Guberaur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor
475,1/868 hte.n,ggal 31 Maret 1981 dan Radiagranll Homor 056.2/-
ms/sup_.m/'nsaaa tanggal 20 Mei 1981 3
2e Surat Keputu_-tm Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura No
mor 59/7T6,BUP=JP/198% 'La.ﬁzsal 1% Beptember 1981 ;
3+ Surat Gubornur Kepala Daerch Tingkat I Irian Jaya Nomor 525/
2770 tangpal 8 Oktober 1982 ,

MEMUTUSKAN

Menetapken .
PERTAMA . & Membatalkan /ireal seluss 12,000 Ha di Desa Workwana yang diga-

dangkan untulc Proyek Transmigrasi dan sebagai penggasti lokasi
tersebut melepasian den menunjuk tanah Negara bekas tanah Ula-
yat yang terletelc di Wilayoh Desa hrso Kota dengan batas~batas
nya sebagai berdaut ¢

Utara: sesessacensennss



- Utara
Selatan

: Jalan hrso - Kwimi

)

e
.
.

Timur Sungai Timur

Darat Tanah .\dat masyarakat Bate

KEDUA Batas tanah tersebut dicadanglkan untuk

1« Proyek Transmigrasi ;

Punah Negara untuk Proyek Transmigrasi |

.

2. Pengembangan Ibu kota Kecamatan Arso seluas 1.675,5 Ha (seribu-
‘enom ratus tujuh puluh lima koma lima) Ha itu lahan SPF7 yang -

dicadangkan untuk Proyek Transmigrasi.
KETIGA

Menetapkan areal tansh scluas 12.000 Ha (dua belas ribu)Ha di Worw

lwama tersebut pada point PERTAMA untuk Proyck Perkebunan Kelapa

Savit don Karet.
KEEMPAT

Strnt Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keten-

tuan akan dietur kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan di-

lcemudian hari. :

Ditetaplan di :

-
H

Pada tanggal L

Jayapura

Heli 1983,

DIUNDANGK:AN DiLJ4 LEMB.RAN DAER.H

TINGKAT II JAV,EURA NOMOR : 31 Cib/TTD
FERT 4.1/V TilGGAL 4 M E I 1983 BASYOU

SEKRETARIS DiERM TK. IT JiYiPUrA
C;.P/‘ITD- N
B. P.RULL.HN GULTOM. SH
NIP. 010055153,

BUPATI KEPALA DAENAH TINGKAT YT JAYAPURA

W E

NIP. 640002511,

Untuk salinan yang seh sesual dengan

aslinya
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Salinan Surat Keputusan ini disampei
Kepada Yth 1

1.
2.
e
b,

Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
Bapaek Menteri Pertanian RI di Jakarta

Baopak Menteri Nolertrans RI di Jakarta

Bapak Menteri Muda Urusan Transmigrasi R.I. di Jakarta
Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta

Dirjen agrevia Departemcn Dolam Negeri di Jokarta
Dirjen Transmigrasi Deprrtemen Nakertrans di Jakatfa
Gubernur Kepcla Daerah iingkat I Irian Jaya di Jayapura
Kadit ..grovia Propinsi 'ati I Irian Jaya di Jayapura j
Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Irien Jaya
Kepala Kenuil Ditjen Tronsmigrasi Prspinsi Dati I Irian Jaya
Kepala Biro lhlum Setwitda Tingkat I Irian Jaya

Para .nggota MUSPID, Tingkat II Jayapura

Kotun DPRD lubupaten De:i II Joyapura

Kepala Dinns Qtonom/Vertikal se-Kabuputen Dati II Jayapura
Kepala Kantor Tronsmigrasi Kab.Dacrah Tk.II Jayapura
Fara Cannt se-Hobupaton Jayapura §

wrsip( Zogian llukm ) Setwilda Tk.II Jayapura
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el Bt D JRNSE e Wil
The at & g & PRSP R P
J aur - 50 Yelun
semcuduienn v aeirtu.. seret ooSer
e Lo @i oo B PRETY- SR VTS L)
MVrie oo O i & W el il sty tazay aJisdY
vJoaouoxr L S0 tanun
RV TRCTPIF L X S i oetu.n ierel susuy
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TS5 Waawa : JULIUS #UTLY A

Vawr i 35 %ahun
Kedudukan : Ketua keret Putuy”
Al ama t | ¢ Dess Workwana

16. Hama : PLTuUS o« USUY
U uw aSa t-lun
Xedudukan oimeoasfl wombi
hilawst i LebE Wordwina

17, H am a : JULIUG Buiunix
Umur : 20 tahun
Kedudukan ¢ Ketua keret [Pkeukir
Alamat ¢ bega Workwana

8, Nax a i NAGABRIUs PATRGUR
Uwmur : 35 tahiun
Hedudukan ! fndonfi Workwan
Alamat : Desa workwana

19. N ama : KONLRAT BATE
Umur : 31 tahun
Kedudukan : Ketua kRerct Bate
Hhlvmat : Desa Workweaa

20, Nama ¢ FHANS BLBUT
Umwur : 29 tahun
sedudukan : Ketua Reret Babut

Leosa Workwana

e K ama ;o MICHALL WABIYAGIK
Uwur : 47 tahun
iLodudcakan : Undoafi Workwana
hlamat : Desa VWorkwana

22. H ama t Yot Til OR
Umur : 5% tuhun
nedudukan t wotua keret Tafor
Hf 1l ama t ! Lesa Workwona

25, Nama PoaaRBL KUMIS
Umur ¢ 2% tohun
Kedudukan : Letua koeret Kumis

 h lamat : Desa Workwana

2. N a'm a : JULIUS FATHRGUR
Umur ¢ 30 tohun
neuudukan ~ + Tokoh dasymrakat
w1l amat ' : Desa Workwana

adalszh yans mewpunysi hak atas tanah adat/hek ulayat yang terletyk di
Lest wrsc kota dan besa Vorkwana.

accanatan i Lrso
bacrsh Tingkat Il @ Jayapura :
wuas tanah : 50.000 Ha (Lims puluh ribu hektar)
dengan batas-batas sebagzi berikai
-Utara ¢ Papoh ad: t/Seeagi Skante
- Tiwmur - wilayoh hou
-Se¢elatan ¢ Tanah acdat o svarakat Wembi
- barat ¢ Tanah adat aecyarakat Workwen:. arn Shizaun
Lengan ini kami menyatakan dihadipan Kepala Lesa Arso Kota, wopala iaew -

Workwana, DanSekiol hrso, DanRemil hrso dun Camat srso, b th :

7. Tanah terscbut adalah hak turun temurun yang kaml perouleh @nri lox,
dan telah menjadi mll;k/hlayat kami.

2. Ta.nah......-...-é-_.’,’:



6.

-

P - TS LA S “ealde YL oUWt

Tanah tersedbut kami lepaskan hak adatnya/hale ulaydtaya termasuk tamaie
tanoman dan wenda-benda yang tidak bergerak laimnya yang wada diatas
tansh tersebut, sehinggo menjadi tansh yang -largsutg dikuasaa oleh
Negara.
Dengan pernyataan pelepasam hak atas tanah ini, komi bidak nkan medguat
tut kembali hak atas tansh tersebut. s
Dengan pelepasam hak atas tanah dan tanamoan yong ada diatasnya terke o
but kami menyatakan mcnyetujui tidak dengom pemkeriaa ganti %ﬁgi]lgél‘
kecuali ganti rugi akan diberikom atas tanamamstanamax budi daya @yhitu.
tannmon-tanaman yong ditanam dan nyata-ayata dipelihara elech pemiliknyas
£zmi menyatakan menyetujui isi Surat Koputusan Panitia Pembakasan thfdh
Daerah Tingkat II Jayapura Nomer : . tanggal

dan surat Keputusan tersebut telah dibaeakan dihadapan kami oleh
Penitia.
Surat Pernyataan ini kami bua® dengan penuh kesodaraa, tanpa ada peklbaby
dari siapapun dengan scbanarnya.

Dengan ketentuan bahwa kimi yang manandntungani surat perngataan ipi

10. i-‘nceln;uﬁ n.bai'

11: Thoma¥ Muybsin
12: Pius Itungkiy

igr. Blias Bogor |

1. Johannes Musiy
15. «<ulius Dy

16s Petres Mufuy

7. Jubius Pheukjr
13: Wnzarius FaZagud
16, Sondrut Bate

20. iTtons Dabut )
2. ritchael wWapiyopgir
il rrans Tafpy

2ie Julius Yotagus

sejumlah 24 orang adalah s mepgenai batas=batas
tanah adat kami dan tidak mehyangkut tanah adat dofd
pada masyarakat yang kini tidak ada ditempatnya:
Sehingga dengan demikian komi terlepas diri pada per
sonlan tanah adat orang lain yang manz npabila nda
gugatan dari pemilik tanah yang tidok wdi ditcempat -
nya, persoalan ini akan diselescikan kembali dingrn
Pemerintah Doerah.

hrso, 19 Oktober 982
Yang membuat pernyatann’ peiepasee fiek ndnp % ansb

1. Domianus Borotian . 185 cess
2. Ivo Girbes e

3. . hlbert Kiyawak 3a v e
4, Frans Tafor ity
5. Chrisantus Taigét 5.1V}

6: Simon Barotian _— @&_6;%:‘ 2
. Tuami : Pe - e .. .
7. Servo Tuamis . s 4"@?’:‘?“

8. Somuel Houya,gﬁj m x
9+ Pominicus Meshs et e essass M

I« Krrel Kufids

' -—-
5 Gusbegir

'«

.Mehgé‘f:ﬁ{ui S 5
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o PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
©"3/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

gt J1. Trans - Irian Arso
Arso. 31 Maret 2011
Nomor : 070/27.a/2011 Kepada
Lampiran : - Yth. Dekan Fakultas Hukum
Perihal : Keterangan Melaksanakan Penelitian Universitas Atmajaya

di-
Tempat.

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Nomor 688 /
IV tanggal 18 November 2010 tentang ijin melaksanakan penelitian. maka
dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswi Yofrey Pirvamia Kebelen telah

melakukan penelitian di kantor kami.

Demikian atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

An, Kepala BAPPEDA
Kabupaten Keerom

Sekretaris,
_' 5
. 3 AP
D, Yi u‘lﬁsKJ. M.Si

\rp 19&«@3['1;9401 1001



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
Alamat ; 1], Trans lrian Arso Tlp/Fax - (0967)-582830

Arso. 11 Oktober 2011

- 55 s Kepada
Nomer : 070/0227ADPUM Yth. Dekan Fakultas Hukum
Lo o e Universitas Atmajaya
Perihal : Keterangan Melaksanakan Penelitian i g g
i
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
Nomor: 688/IV tanggal 18 November 2010 tentang Ijin Melaksanakan
Penelitian. dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi dengan nama
di bawah ini :

NAMA : YOFREY PIRYAMTA KEBELEN

NPM : 06 05 09298

PROGRAM STUDI : [LMU HUKUM
telah melakukan penelitian pada Bagian Administrasi Pemerintahan
Umum.

Demikian untuk maklum dan terima kasih.

a.n.KEPALA BAGIAN

ADMINISTRASI P AHAN UMUM
A AR (KEEROM
ASUBAG PH AN UMUM
“|SETD
\OSITINUR KO DEWI, S.1P

N f = -~ARENATA MUDA
O NIP. 19880325 200701 2 001



THEETR A

e PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
=" DINAS TENAGA KERJA DAN PERMUKIMAN

JL T s Iri Tipy/ s 7 AR2RS0
rans Irian Arso llgf Fax. 1967 3828

KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
NOMOR - 560/96§/ KTMP/ DTKP/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Permukiman Kabupaten

Keerom menerangkan dengan ini bahwa ;
Nama : YOFREY PIRYAMTA KEBELEN
NPM 06 05 09298
Program Study limu Hukum/ Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Judul Penelitian "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAS PENGGUNAAN TANAH

HAK ULAYAT UNTUK PROGRAM TRANSMIGRASI MELALUI
PENGADAAN TANAH (PEMBERIAN GANTI RUGI) DALAM
MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM D! KABUPATEN KEEROM
PROVINSI PAPUA"

Yang bersangkutan tersebut di atas telah melapor dan melaksanakan penelitian sesuai judul

diatas untuk kepentingan study nya

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat di ketahui dan dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Arso, 4 Oktober 2011

An. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
_——DAN PERMUKIMAN
' TR

WAZ X4, Sekretaris,

N\ " -
Ei} o SUWARTO, SH
NiP-19640511 198603 1 002

"\\‘r'
.




BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEEROM

Jalan Garuda No. 29 Yuwanain Arso If

SURAT KETERANGAN
No. 17/Ket./200-91.11/X/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama © GIDION FONATABA, B.Sc¢
Nip 19570912 198103 1 005
Jabatan . Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom

Menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama YOFREY PIRYAMTA KEBELEN

NPM 06 05 09298

Program Studi Hmu Hukum

Prog. Kekususan Hukum Pertanahan dan | ingkungan Hidup

Dengan ini yang bersangkutan telah menyelesaikan Penelitian pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Keerom dari tanggal 4 Januari s/d I8 Pebruari 2011 tentang
Penggunaan Tanah Hak Ulayat Untuk Program Transmigrasi Melalui Pengadaan
Tanah Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum di Kabupaten Keerom dan
selanjutnya vang besangkutan kami kembalikan ke lingkungan Kampus Universitas

Atma Jaya Yogyakarta untuk lebih lanjut
Demikian keterangan ini dibuat untuk persvaratan pembuatan Skripsi yang
bersangkutan.
Arso. 19 Mei 2011

Kepalp-Kantor Pertanahan
upaten Keerom

GIDIPN FONATABA, B.Sc
NTP. 19570912 198103 1 005




